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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO 29 TAHUN 2018 
TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI 
DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN 
 
MUHAMMAD DEVRI DAENG PALIWANGI 
NPM : 150300107 
 
 
Penilaian kinerja merupakan penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada 
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, 
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai.Dengan adanya tujuan penilaian kinerja 
Pegawai Negeri Sipil atau juga disebut dengan Aparatur Sipil Negara memberikan 
peluang terwujudnya objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem 
prestasi dan sistem karir. Pemerintahan kota medan membuat regulasi peraturan 
walikota no 29 tahun 2018 tentang penilaian aparatur sipil negara. Akan tetapi 
dengan adanya peniliain kinerja pegawai tersebut masih belum terealisasikan 
dengan baik. Di karenakan, pegawai masih kurang paham dengan sistem penilian 
yang sudah dibuat oleh pemerintahan kota medan. Persoalan-persoalan yang 
dihadapi dalam rangka penilaian kinerja ASN bisa terealisaisikan dengan  baik 
penulis memilih judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 
2018 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pendidikan 
Kota Medan”. Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat merumuskan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota 
Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Peniliaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas 
Pendidikan Kota Medan?. Untuk mengetahui Impelementasi Peraturan Walikota 
Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penilaian Aparatur Sipil Negara Di Dinas 
Pendidikan Kota Medan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah 
deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
metode wawancara. . Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya 
terealisasikan dengan baik, karena masih banyak kendala dengan adanya sistem 
online ini.Penilaian kinerja tersebut sangatlah baik, karena pemerintah sudah 
memberikan peluang untuk meningkatkan jenjang karir seperti meningkat pangkat 
dan golongan.Pemerintah membuat peraturan tersebut agar dapat menghindari 
dari korupsi dan Aparatur Sipil Negara akan mendapatkan tunjangan berdasarkan 
golongan dan pangkat. 
 
Kata kunci:Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018, 
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara, Dinas Pendidikan Kota Medan.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disebut dengan pegawai ASN  adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan Pusat Statistik 
menyebut jumlah pegawai ASN saat ini adalah 4,37 juta orang (Desember 2016). 
Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kepegawaian dan Jenis Kelamin, Desember 2013 dan 
Desember 2016 
                    
                    
Provinsi 
2013 2014 2015 2016 
Laki-
Laki 
Pere
mpu
an 
Juml
ah 
Laki-
Laki 
Per
emp
uan 
Juml
ah 
Laki-
Laki 
Pere
mpu
an 
Jumla
h 
Laki-
Laki 
Perempua
n 
Jumlah 
1. Jumlah 
Pegawai 
Negeri Sipil 
Pusat 
 
542 
716 
 
349 
088 
 
891 
804 
 
550 
367 
 
359 
059 
 
909 
426 
 
569 
361 
 
375 
532 
 944 
893 
 547 
625 
 370 819  918 444 
a. Pegawai 
Negeri Sipil 
Pusat 
 
532 
334 
 
345 
263 
 
877 
597 
 
540 
358 
 
355 
369 
 
895 
727 
 
560 
114 
 
371 
929 
 932 
043 
 539 
557 
 367 757  907 314 
b. PNS 
Pusat 
diperbantu
kan pada 
Instansi 
  
519 
  
255 
  
774 
  
513 
  
250 
  
763 
  
571 
  
339 
  910   480   242   722 
c. PNS 
Pusat 
dipekerjaka
 3 
115 
 1 
129 
 4 
244 
 3 
173 
 1 
110 
 4 
283 
 3 
492 
 1 
242 
 4 
734 
 3 
361 
 1 199  4 560 
2 
 
 
 
n pada 
Instansi lain 
d. PNS 
Pusat 
diperbantu
kan pada 
BUMN/Bad
an lain 
 1 
371 
  
201 
 1 
572 
 1 
191 
  
181 
 1 
372 
  
706 
  
107 
  813   616   94   710 
e. PNS 
Pusat 
dipekerjaka
n pada 
BUMN/Bad
an lain 
 5 
377 
 2 
240 
 7 
617 
 5 
132 
 2 
149 
 7 
281 
 4 
478 
 1 
915 
 6 
393 
 3 
611 
 1 527  5 138 
                          
2. Jumlah 
Pegawai 
Negeri Sipil 
Provinsi 
 
168 
444 
 
127 
177 
 
295 
621 
 
168 
150 
 
129 
624 
 
297 
774 
 
175 
224 
 
136 
869 
 312 
093 
 166 
213 
 135 568  301 781 
a. Pegawai 
Negeri Sipil 
Daerah 
Provinsi 
 
167 
908 
 
126 
700 
 
294 
608 
 
167 
728 
 
129 
289 
 
297 
017 
 
174 
475 
 
136 
423 
 310 
898 
 165 
952 
 135 372  301 324 
b. PNS 
Pusat 
diperbantu
kan pada 
Pemda 
Provinsi 
  
150 
  
207 
  
357 
  
12 
  
23 
  
35 
  
37 
  
43 
  80   51   52   103 
c. PNS 
Pusat 
dipekerjaka
n pada 
Pemda 
Provinsi 
  
142 
  
148 
  
290 
  
146 
  
140 
  
286 
  
131 
  
130 
  261   61   44   105 
d. PNS 
Provinsi 
diperbantu
kan pada 
Instansi lain  
  
106 
  
39 
  
145 
  
91 
  
47 
  
138 
  
96 
  
51 
  147   18   8   26 
e. PNS 
Provinsi 
dipekerjaka
n pada 
Instansi lain 
  
126 
  
78 
  
204 
  
163 
  
120 
  
283 
  
476 
  
218 
  694   126   88   214 
f. PNS 
Provinsi 
diperbantu
kan pada 
BUMN/Bad
an lain 
  6   3   9   6   3   9   5   3   8   4   3   7 
g. PNS 
Provinsi 
dipekerjaka
n pada 
BUMN/Bad
an lain  
  6   2   8   4   2   6   4   1   5   1   1   2 
                          
3. Jumlah 
Pegawai 
Negeri Sipil 
Kabupaten
/Kota 
1 
549 
448 
1 
625 
932 
3 
175 
380 
1 
570 
114 
1 
677 
989 
3 
248 
103 
1 
591 
076 
1 
710 
363 
3 
301 
439 
1 
503 
655 
1 650 
469 
3 154 
124 
3 
 
 
 
a. Pegawai 
Negeri Sipil 
Kabupaten/
Kota 
1 
547 
146 
1 
623 
045 
3 
170 
191 
1 
567 
800 
1 
675 
118 
3 
242 
918 
1 
588 
660 
1 
707 
422 
3 
296 
082 
1 
502 
548 
1 649 
417 
3 151 
965 
b. PNS 
Pusat 
diperbantu
kan pada 
Pemda 
Kabupaten/
Kota 
  
212 
  
169 
  
381 
  
247 
  
196 
  
443 
  
281 
  
238 
  519 
  304   250   554 
c. PNS 
Pusat 
dipekerjaka
n pada 
Pemda 
Kabupaten/
Kota 
 1 
805 
 2 
496 
 4 
301 
 1 
767 
 2 
429 
 4 
196 
 1 
730 
 2 
405 
 4 
135 
  428   459   887 
d. PNS 
Kabupaten/
Kota 
diperbantu
kan pada 
Instansi lain 
  
102 
  
70 
  
172 
  
112 
  
85 
  
197 
  
137 
  
102 
  239 
  123   130   253 
e. PNS 
Kabupaten/
Kota 
dipekerjaka
n pada 
Instansi lain 
  
155 
  
127 
  
282 
  
162 
  
136 
  
298 
  
240 
  
171 
  411 
  227   190   417 
f. PNS 
Kabupaten/
Kota 
diperbantu
kan pada 
BUMN/Bad
an lain 
  
14 
  
18 
  
32 
  
13 
  
18 
  
31 
  
15 
  
19 
  34 
  11   17   28 
g. PNS 
Kabupaten/
Kota 
dipekerjaka
n pada 
BUMN/Bad
an lain 
  
14 
  7 
  
21 
  
13   7 
  
20 
  
13 
  6   19 
  14   6   20 
                        
Jumlah 
2 
260 
608 
2 
102 
197 
4 
362 
805 
2 
288 
631 
2 
166 
672 
4 
455 
303 
2 
335 
661 
2 
222 
764 
4 
558 
425 
2 
217 
493 
2 156 
856 
4 374 
349 
Sumber: Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) 
   
      
Data 
dikutip dari 
Publikasi 
Statistik 
Indonesia 
2017.             
 
Sumber: Badan Pusat Statistik ,2017 
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Kota medan merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera 
Utara yang jumlah penduduknya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 
18.104 orang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. 
Tabel 1.2 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin dan 
Kabupaten/Kota, 2015 
      
Provinsi/Kabupaten/Kota 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
Sumatera Utara       7 181 4 669 11 850 
01  N i a s 2 363 1 463 3 826 
02  Mandailing Natal 3 363 4 337 7 700 
03  Tapanuli Selatan 2 461 3 363 5 824 
04  Tapanuli Tengah 2 498 3 554 6 052 
05  Tapanuli Utara 2 703 4 056 6 759 
06  Toba Samosir 2 080 3 464 5 544 
07  Labuhanbatu 3 061 5 018 8 079 
08  A s a h a n 3 119 5 264 8 383 
09  Simalungun 4 640 8 247 12 887 
10  D  a  i  r  i 2 256 3 634 5 890 
11  K  a  r  o 2 708 4 687 7 395 
12  Deli Serdang 5 278 10 380 15 658 
13  L a n g k a t 4 962 7 547 12 509 
14  Nias Selatan 2 948 1 605 4 553 
15  Humbang Hasundutan  1 963 3 052 5 015 
16  Pakpak Bharat 1 125 1 311 2 436 
17  Samosir 1 283 1 971 3 254 
18  Serdang Bedagai 2 661 4 486 7 147 
19  Batu Bara  1 759 3 226 4 985 
20  Padang Lawas Utara 1 802 2 329 4 131 
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21  Padang Lawas 1 582 2 127 3 709 
22  Labuhanbatu Selatan 882 1 595 2 477 
23  Labuhanbatu Utara 1 295 2 152 3 447 
24  Nias Utara 1 626 782 2 408 
25  Nias Barat 1 282 807 2 089 
Kota    
71  S i b o l g a 1 256 2 059 3 315 
72  Tanjungbalai 1 331 2 143 3 474 
73  Pematangsiantar 2 349 3 731 6 080 
74  Tebing Tinggi 1 483 2 357 3 840 
75  M e d a n** 6 208 11 896 18 104 
76  B i n j a i 2 112 3 743 5 855 
77  Padangsidimpuan 1 872 3 096 4 968 
78  Gunungsitoli 1 499 1 665 3 164 
Sumatera Utara       86 991 125 816 212 807 
Sumber  : Badan Kepegawaian Negara Provinsi Sumatera Utara 
Sumber: Badan Kepegawain Negara Provinsi Sumatera Utara, 2015 
 
Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas PNS sesuai dengan 
tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi. 
Penilaian kinerja merupakan penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada 
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, 
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai. 
Dengan adanya tujuan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil atau juga 
disebut dengan Aparatur Sipil Negara memberikan peluang terwujudnya 
objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem 
karir. Dalam rangka usaha in untuk melakukan peningkatan Aparatur Sipil 
Negara, pemerintahan kota medan membuat regulasi peraturan walikota no 29 
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tahun 2018 tentang penilaian aparatur sipil negara. Peraturan walikota yang dibuat 
ini untuk mengukur keberhasilan pegawai ASN secara instansional maupun secara 
jabatan. 
Peraturan walikota tentang penilaian kinerja aparatur sipil negara ini memiliki 
tujuan untuk mewujudukan aparatur sipil negara untuk memperhatikan target, 
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan 
secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pemerintahan juga 
memberikan manfaat penilaian kinerja untuk pengangkatan jabatan (promosi) dari 
jabatan pelaksanaan ke jabatan pengawas; pengangkatan jabatan (promosi) dari 
jabatan pegawas ke jabatan administrator; perpindahan jabatan (mutasi) antar 
jabatan pengawas, antar jabatan administrator dan antar pimpinan tinggi pratama; 
pertimbangan kenaikan pangkat; penghargaan dan sanksi; dan penilaian 
akuntabilitas kinerja instansi dan jabatan. 
Untuk mencapai tujuan penilaian kinerja, pemerintah dengan bermacam 
strategi yang dapat mendukung penilaian kinerja melalui pegembangan pegawai 
melalui pendidikan dan pelatihan; sasaran kerja pegawai (SKP); perjanjian 
kinerja; perilaku kerja; serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
informasi; dan penilain lainnya yang dapat dijadikan tolak ukur lainnya. 
Pemerintahan harus teliti dalam melakukan penilaian sasaran kerja pegawai 
dalam meningkatan kualitas ASN yang lebih baik, dengan adanya penilain 
tersebut pemerintah dapat menilai kualitas dari ASN dengan cara membuat 
rencana kerja dan terget yang disepakati bersama dengan atasannya atau pejabat 
penilai penilai dan dinilai capatannya pada akhir tahun. Bagi ASN yang 
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menduduki sebagai jabatan pelaksana dan jabatan pengawas yang menilai sasaran 
kerja pegawai dibawah atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tidak dapat 
diangkat atau dipromosikan kejabatan lebih tinggi. Bagi ASN yang menduduki 
jabatan pengawas, jabatan adminstrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang 
meniliai sasaran kerja pegawai dibawah atau sama dengan 50% (lima puluh 
persen) diberhentikan  dari jabatannya atau dipertimbangkan untuk dipindah tugas 
(mutasi) ke jabatan lain yang setingkat atau diturunkan ke jabatan yang lebih 
rendah. 
Berdasarkan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2018 tentang 
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara yang dimaksud untuk mewujudkan 
pegawai yang tanggung jawab baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu 
oragisasi yang memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai 
serta perilaku yang dilakukan secara objektif, terukur, partisipatif, dan trasnparan. 
Dengan demikian dengan adanya suatu aturan yang ada  jelas pemerintah 
bertanggung jawab akan hal dalam memperhatikan target, capaian, hasil dan 
manfaat yang dicapai oleh ASN dalam indikator kinerja dalam kurun waktu per 1 
(satu) tahun. 
Akan tetapi dengan adanya peniliain kinerja pegawai tersebut masih belum 
terealisasikan dengan baik. Di karenakan, pegawai masih kurang paham dengan 
sistem penilian yang sudah dibuat oleh pemerintahan kota medan. Persoalan-
persoalan yang dihadapi dalam rangka penilaian kinerja ASN bisa terealisaisikan 
dengan  baik penulis memilih judul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 
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29 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas 
Pendidikan Kota Medan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat merumuskan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 
Tahun 2018 Tentang Peniliaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas 
Pendidikan Kota Medan. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui Impelementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 
Tentang Penilaian Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pendidikan Kota Medan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan 
berbagai pihak khususnya Dinas Pendidikan dalam rangka penilaian 
Aparatur Sipil Negara. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya terkait dengan penilaian aparatur sipil negara. 
Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebiih memperdalam 
pengetahuan yang terkait dengan implementasi penilaian kinerja apartur sipil 
negara di dinas Pendidikan Kota Medan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN  
Terdiri dariLatar Belakang masalah, Perumusan Basalah, TujuanPenelitian, 
dan Manfaat Penelitian. 
BAB II   : URAIAN TEORITIS  
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah uraian teoritis yang menguraikan 
tentang implementasi peraturan walikota nomor 29 tahun 2018 tentang 
penilaian kinerja aparatur sipil negara di dinas pendidikan kota medan. 
BAB III   : METODE PENELITIAN  
Dalam bab ini yang akan diruaikan adalah metode penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi 
Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian. 
BAB IV   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil 
wawancara.  
BAB V   : PENUTUP  
Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah simpulan dan saran. 
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BAB II 
URAIAN TEORITIS 
 
Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian 
dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep 
guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang 
dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di 
kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 
2.1. Pengertian Implementasi 
Dunn (2003 : 132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-
tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun 
swasta.  
Dalam buku Wahab (2008: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi 
brasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster to 
implement (mengimplementasikan) berarti  to privide the means for carrying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give practical effect to 
(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). 
Menurut Wahab, (2008: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang 
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diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan. 
Implementsi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Widodo, 
2010: 87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu 
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup 
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata 
pada masyarakat. 
Menurut Mazmainan (2004 : 139) Implementasi adalah pelaksanaan 
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif 
penting atau keputusan badan peradilan. 
Menurut Metter dalam buku (Wahab, 2006 : 65) implementasi adalah 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh indvidu atau kelompok pemerintah yang di 
arahkan pada tercapainya tujuan dalam keputusan kebijakan. 
Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang 
dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu 
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan. 
 
2.2. Pengertian Kebijakan Publik 
Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan 
secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit 
perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu 
dipergunakan secara bergantian.  
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Menurut Friedrich (2007 : 20) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang 
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah 
dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 
tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan.  
Menurut Lubis (2007 : 9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah 
pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubung dengn adanya hambatan hambatan tertentu seraya 
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujudnya sasaran yang 
diinginkan. 
Sementara James E. Anderson dalam (Wahab, 2008: 2), memberikan 
rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, 
instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. 
Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2008: 2) yang 
menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan 
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan 
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 
diinginkan.  
Menurut Wilson (2006:154) menyebutkan kebijakan publik adalah tindakan-
tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan- pernyataan pemerintah mengenai 
masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal 
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diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh 
mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). 
MenurutThomas Dye(2012:5) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah 
“whatever governments choose to do or not to do” (pilihan tindakan apa pun yang 
dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Definisi ini menekankan 
bahwa dimana pilihan tindakan yang dilakukan pemerintah dan   tindakan yang 
tidak dilakukan oleh pemerintah  merupakan suatu kebijakan publik yang 
mempunyai pengaruh dampak terhadap masyarakat.  
Menurut Lase (2007 : 26 )  memberikan batasan bahwa kebijakan publik 
adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan pada saat subjek atau suatu 
tantanngan atau krisis. 
Menurut Sulaiman (1998 : 24) kebijakan publik adalah suatu proses yang 
mengandung berbagai aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan 
yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dengan berbagai cara 
khusus. 
Menurut Santoso (1998 : 5) kebijakan publik ialah serangkaian keputusan 
yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan juga petunjuk-
petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 
Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh 
para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi 
tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan 
how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-
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lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur 
yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. 
 
2.2.1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik 
Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan 
terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan formalisasi akan 
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. 
Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu : 
(a) Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan 
dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu 
ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian 
yang sama tentang tujuan. 
(b) Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting 
dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat 
menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada 
artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah 
kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar. 
(c) Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari 
dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat 
suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan 
yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan 
kepentingan mereka. 
15 
 
 
 
(d) Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul 
sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan 
menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari 
pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. 
(e) Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan 
dengan menggunkan sarana. Beberapa dar sarana ini antara lain, kekusaan, 
insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan 
itu sendiri. 
 
2.2.2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik 
Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan 
kebijakan publik, yaitu: 
(a) Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan 
kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi 
masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan 
agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan 
asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiaknosa penyebab-penyebab, 
memetakkan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-
pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan 
baru. 
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(b) Peramalan 
Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan 
kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai 
akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. 
Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat 
menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, 
mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenali 
kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan 
dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan. 
(c) Rekomendasi 
Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 
tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa 
mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, ini membantu 
pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi 
membantu mengestimasikan tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali 
ekternalitas dan akibat ganda. 
(d) Pemantauan  
Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan 
kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini 
membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. 
(e) Evaluasi  
Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan 
tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan 
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yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan 
pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. 
 
2.2.3. Tahap-tahap kebijakan publik   
Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2005 : 122) tahap-tahap 
dalam perumusan kebijakan antara lain : a) perumusan masalah, mengenali dan 
merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam 
perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka 
masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula; b) 
agneda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus 
memenuhi syarat syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut 
mempunyai masalah yang besar lagi bagi masyarakat dan membutuhkan 
penanganan yang harus dilakukan; c) pemilihan alternatif kebijakn untuk 
memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik 
dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda 
kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para 
perumus kebijakan akan berhadpan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang 
dapat diambil memecahkan masalah tersebut; d) tahap penetapan kebijakan ialah 
kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, 
keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya. 
Menurut Younis dalam (Winarno, 2005) tahapan kebijakan publik dibagi 
menjadi tiga tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, 
dan evaluasi kebijakan. 
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Gortner dalam (Winarno, 2005) menjelaskan ada lima tahapan kebijakan 
publik, yaitu identifikasi masala, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi. 
Dari  pegertian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pembuatan kebijakan 
publik yaitu dengan melakukan identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, 
aplikasi dan evaluasi.  
 
2.2.4. Ciri-ciri Kebijakan Publik 
Abidin (2012 : 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:  
(a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu 
kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada 
kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan 
(b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun 
berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi 
pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum 
(c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang 
di masih ingin dikehendaki untuk dilkukan pemerintah 
(d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa 
pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. 
 
2.2.5. Jenis Kebijakan Secara Umum 
Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012 : 31) dapat dibedakan dalam 
tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 
petunjuk pelaksana baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif yang 
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meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan 
pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat 
pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) 
kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan 
pelaksanaan. 
 
2.2.6. Evaluasi Suatu Kebijakan Publik 
Hamdi (2014 : 107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai 
konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakatan ada empat alasan 
mengapa evaluasi kebijakan harus dilakukan, yaitu : a) evaluasi dilakukan untuk 
menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi 
kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk 
menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) 
evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan 
manajemen; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.  
 
2.3. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Menurut Wahab (2001 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek 
penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya 
sekedar bersangkutpaut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan 
politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan 
lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan 
memperoleh apa dari suatu kebijakan. 
20 
 
 
 
Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah 
tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini 
setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi 
baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standart 
operating procedures); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara 
dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya utuk 
mencapai tujuan. 
Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2002: 102) menyatakan 
implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun 
swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar 
dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, 
tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan 
disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. 
Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat 
administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang 
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 
tujuan yang diinginkan.  
Menurut Rober Nakamura dan Frank Smallwood (2003:17) Implementasi 
kebijakan publik adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian 
menertejemahkan kedalam keputusan-keputusan. 
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Menurut Tachjan  (2006:25) Implementasi Kebijakan Publik adalah proses 
kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan di tetapkan/disetujui 
kegiatan ini terletak di antara perumusan  kebijakan dan implementasi kebijakan 
evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih 
rendah/alternatif menginterprestasikan. Alternatif bersifat makro atau mikro. 
Menurut Tangkilisan (2003:01) Implementasi kebijakan adalah tahapan 
pembuatan keputusan di antara pembentukkan sebuah kebijakan-kebijakan  
seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah 
peraturan eksekutif, kelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard 
peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi 
beberapa aspek kehidupan. 
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan implementasi 
kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga 
mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada 
pelaksanaan kebijakan tersebut.  
 
2.3.1. Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, Model 
George C Edwards III (2006:150)memaparkan pendapatnya sebagai berikut : 
(a) Komunikasi 
Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus 
mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu 
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yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan 
yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu 
sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari 
implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara 
antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll. 
Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan 
komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai 
dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain  
a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan 
komunikasi yang baik pula.  
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaa kebijakan harus 
jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.  
c. Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksaan suatu kebijakan 
haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.  
(b) Sumber daya  
Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber 
daya yang dimiliki oleh implementator.Sumber daya pendukung dapat berupa 
sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya 
finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan 
dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.  
(c) Disposisi  
Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan 
ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa 
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yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi 
implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (2006: 152-153) 
a. Pengangkatan birokrat  
Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan 
yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak 
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat 
tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk 
melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada 
kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat. 
b. Insentif  
Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 
mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi 
insentif.Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut 
kepentingannya sendiri.Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para 
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi 
faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan 
pribadi dan organisasi. 
c. Struktur Birokrasi 
Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan 
kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan 
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keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak 
kinerja birokrasi menurut George C Edward III (2006:153) yaitu:  
1) Standard Operational Procedures (SOP)  
SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai 
(atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan 
standar yang ditetepkan (atau standar minimum yang dibutuhkan 
masyarakat) dalam pekerjaannya.  
2) Fragmentasi  
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau 
aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk 
mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat 
menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai 
berikut: 
1. Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup:  
a) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi 
kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah 
yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat 
atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh 
kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat 
dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah 
tersebut.  
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b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan adalah 
upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat 
atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari 
kebijakan tersebut tidak ada. 
c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang 
berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya 
di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah 
sebaliknya. 
d) Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar 
nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini 
meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna. 
e) Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa 
dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena 
peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan 
tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus 
lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda 
yang saling melengkapi. 
f) Dukungan dari sumber daya yang memadahi. Sumber daya manusia 
(implementor) harus memadahi dan tahu peran dan fungsinya secara baik 
agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan 
agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi 
kebijakan.  
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2. Lingkungan implementasi (context of implementation), mencakup:  
a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 
terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor 
kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang 
beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan 
strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka 
punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya 
tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.  
b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik 
negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang 
menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada 
kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan 
kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem 
yang ditentukan kepala negara.  
c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam 
impementasi kebijakan publik, masyarakat juga  mempunyai peran penting 
untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku 
masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.  
Dari teori George C. Edwards III mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. 
Edward III untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan 
model George C. Edwards III , teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan 
jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.  
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2.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Tachjan (2006 : 25) implementasi kebijakan publik merupakan 
proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. 
Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau 
menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif 
yang bersifat konkrit atau mikro.   
Tangklisan (2003 : 1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik 
adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-
kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, 
pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau 
keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang 
mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.  
Winarno (2005 : 102) mendefenisikan Implementasi kebijakan publik sebagai 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok, 
pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan 
tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan bahwa 
tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran 
ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan- keputusan kebijakan.  
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Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah 
suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang 
muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.  
Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik 
adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi 
berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.  
Sementara menurut Dwijowijoto (2003 : 158) bahwa implementasi kebijakan 
publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan 
untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang 
dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan  publik 
tersebut.  
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan 
publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, 
peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
 
2.5. Pengertian Penilaian 
Menurut Rusli Lutan (2000:9) assessment termasuk pelaksanaan tes dan 
evaluasi. Asessment bertujuan untuk menyediakan informasi yang selanjutkan 
digunakan untuk keperluan informasi. 
Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution (2001), mengartikan penilaian adalah 
suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang 
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diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun 
nontes. 
Menurut Sani (2014: 201) penilaian adalah proses menyimpulkan dan 
menafsirkan fakta-fakta serta membuat pertimbangan dasar yang profesional 
untuk mengambil kebijakan berdasarkan sekumpulan informasi. 
Daryanto (2014: 111)menyatakanpenilaian adalah rangkaian kegiatan untuk 
memeroleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 
peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga 
dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 
 
2.6. Pengertian Kinerja 
Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2001 :67) adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yanng diberikan 
kepadanya. Kualitas yang dimaksud disini adalah dilihat dari kehalusan, 
kebersihan dan ketelitian dalam pekerjaan sedangkan kuantitas dilihat dari jumlah 
atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan. 
Menurut Ilyas (2001:66),kinerja adalah penampilan hasil karya personel 
dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun 
kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel 
yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada 
keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. 
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Menurut Wirawan (2009:5),Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh 
fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam 
waktu tertentu. 
Menurut Moehariono (2012:95), Kinerja merupakan gambaran mengenai 
tingkatan pencapaian pelaksanaan suaru program kegiatan atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, visai dan misi organisasi yang dituangkan melalui 
perencanaan strategis suatu organisasi. 
Menurut Wibowo (2007:7), menyebutkan kinerja berasal dari kata 
performanceyang berarti hasil pekerjaan atau prestasi kerja, namun perlu 
dipahami bahwa kinerja itu bukan sekedar hasil pekerjaan atau prestasi kerja, 
tetapi juga mencakup bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. 
Menurut (Tangkilisan,2005:178), kinerja adalah suatu keadaan yang berkait 
dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang 
dapat diukut dari tingkat produktivitas kualitas layanan, responsibilitas dan 
akuntabilitas. 
 
2.7. Pengertian Penilaian Kinerja 
Menurut Bambang Wahyudi (2002 : 101) penilaian kinerja adalah suatu 
evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / 
jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. 
Menurut Henry Simamora (2004:338)  penilaian kinerja adalah proses yang 
dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. 
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Menurut Mathis dan Jackson (2010) penilaian kinerja adalah proses evaluasi 
mengenai seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika 
dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengomunikasikannya 
dengan karyawan. 
Menurut Mangkunegara (2013) penilaian kinerja adalah proses penilaian 
prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik 
berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. 
 
2.7.1. Tujuan Penilaian Kinerja 
Menurut Badriyah (2015) penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan. Secara garis besar, tujuan utama penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 
(a) Evaluasi terhadap tujuan organisasi 
Evaluasi terhadap tujuan (goal) organisasi, mencakup : 
1. Feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka. 
Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan 
keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan 
tersebut. 
2. Membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau 
PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja 
mereka yang tidak memuaskan 
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(b) Pengembangan tujuan organisasi 
Pengembangan tujuan organisasi, mencakup : 
1) Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja 
dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang. 
2) Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir 
dan perencanaan karir. 
 
2.8. Pengertian Aparatur Sipil Negara 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (PegawaiASN) adalah pegawai negeri sipil 
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
 pembina kepegawaian dan diserahi  tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar 
dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu 
mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan 
informan atau narasumber.  
Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu varibel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel 
satu dengan variabel lain.  
Data deskriftif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai 
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu 
sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriftif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriftif yakni ucapan, tulisan, atau prilaku yang dapat diambil dari orang-orang 
atau subjek itu sendiri.  
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3.2. Kerangka Konsep 
Dari uraian teoritis di atas, maka dapat kita kembangkan banhwa kerangka 
konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah.  
Gambar 3.2 
Kerangka konsep Peraturan Walikota No 29 Tahun 2018 
 
 
 
 
  
  Feed back 
 
 
 
 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu 
mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. 
Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa 
pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian. 
 
 
Tujuan dari Peraturan 
Walikota Nomor 29 
Tahun 2018 Ini berisi 
tentang peningkatan 
kinerja aparatur sipil 
negara yang baik. 
 
Peraturan Walikota Nomor 
29 Tahun 2018 Tentang 
Penilaian Kinerja Aparatur 
Sipil Negara 
Dinas Pendidikan Kota Medan Terwujudnya Aparatur Sipil 
Negara yang Berkualitas 
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3.3.1. Data Primer 
Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian 
atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam 
hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara 
tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber. 
 
3.3.2. Data Sekunder 
Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 
yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini 
digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.  
 
3.4. Defenisi Konsep 
a. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 
pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang 
sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan. 
b. Kebijakan adalah tindakan pengambilan keputusan yang menyangkut; isi, 
cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan 
dilaksanakan. 
c. Kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan 
tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan 
mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu 
perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau 
negara. 
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d. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih 
tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak 
yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.  
e. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik 
berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.  
f. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan 
menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik 
yang menggunakan tes maupun nontes. 
g. Kinerja adalah penampilan hasil karya personel dalam suatu organisasi. 
Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja 
personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang 
memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada 
keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. 
h. Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan 
sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk 
potensi pengembangannya. 
 
3.5. Kategorisasi 
Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 
penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam 
penelitian perwal ini memiliki tujuan adalah : 
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a. Adanya penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara 
b. Adanya tujuan dari penilain kinerja Aparatur Sipil Negara 
c. Adanya pengaruh yang ditimbulkan dari kinerja Aparatur Sipil Negara 
 
3.6. Narasumber 
Narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang 
dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau auatu hal kepada peneliti atau 
pewawancara mendalam (Afrizal, 2015:139). Menurut Berger 
(Kriyantono,2014:100), informan-seseorang yang diasumsikan mempunyai 
informasi penting tentang suatu objek. 
Dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa narasumber dari Bidang 
Kepegawaian dinas yang ada di Dinas Pendidikan Kota Medan. 
a. Nama  : Sri Imelda 
Umur  : 44 Tahun 
Jabatan   : Staff 
b. Nama   : Anwar Fahmi 
Umur   : 43 Tahun 
Jabatan   : Staff 
c. Nama   : M Yusuf 
Umur   : 40 Tahun 
Jabatan   : Staff 
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3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan yang 
beralamat di Jalan Pelita IV No. 77 Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan 
Medan Perjuangan. 
 
3.8. Deskripsi Singkat Objek Penelitian 
3.8.1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Medan 
Sejarah pendidikan di indonesia sudah dimulai sebelum indonesia merdeka, 
yakni sejak masa penjajahan belanda, banga indonesia telah mengadakan 
pendidikan walaupun demikian  bangsa indonesia pantang menyerah untuk tetap 
belajar di tengah-tengah perperangan. Pada waktu itu bermunculan para 
cendikiawan keturunan yang dengan gigihnya mengajarkan bangasa indonesia 
supaya dapat menulis dan membaca, berkat kegigihan pun cendikiawan inilah, 
maka lahirlah kumpulan cendikiawan yang menamakan dirinya “TIGA 
SERANGKAI” dan berkat kerja keras mereka lah, pada tahun 1980 berdirilah 
sekolah yang beranama “STOVIA” di sinilah banyak pemuda-pemuda indonesia 
yang terpelajar dan turut dalam mencedarkas bangsa. 
Dalam era otonomi, Dinas Pendidikan bertekad untuk mendukung 
pembangunan pendidikan di Kota Medan yang mendasari. Diselanggarakanya 
otonomi Daerah Medan, yaitu lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 
tersebut telah ditetapkan peraturan daerah kota medan nomor 27 tahun 2000 
tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota 
Medan. 
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Dinas Pendidikan Kota Medan telah beberapa kali setelah setelah Otonomi 
Daerah, yang pertama yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan dan berubah 
lagi menjadi Dinas Pendidikan Kota Medan. Sesuai keputusan Presiden Dinas 
Pendidikan berubah lagi namanya menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
Tetapi untuk Kota Medan tetap Dinas Pendidikan Kota Medan karena belum ada 
Peraturan Daerah dari Walikota Medan untuk Mengubah nama Dinas Pendidikan 
Kota Medan. 
 
3.8.2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Terwujudnya pelayanan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di 
semua jalur dan jenjang pendidikan menuju terwujudnya Medan Metropolitan 
yang berdaya saing, nyaman dan sejahtera. 
b. Misi 
1) Mempertahankan tuntas wajib belajar pendidikan dasar universal dan 
menyiapkan rintisan wajib belahar dua belas tahun. 
2) Meningkatkan kualitaas sarana prasarana pendidikan, berbasis teknologi 
dan sekolah yang berbasis lingkungan. 
3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
secara merata. 
4) Mewujudkan sekolah, pkbm dan kursus sebagai basis peningkatan mutu. 
5) Mewujudkan pelayanan dan manajemen pendidikan yang lebih 
berkualitas. 
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3.8.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pendidikan Kota Medan  tertuang dalam 
Keputusan Walikota Medan Nomor 1 tahun 2009 pasal 1 tentang Tugas, Fungsi 
Kerja Dinas Pendidikan Kota Medan : 
 
a) Dinas mempunyai tugas yaitu: 
1) Mempimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan demi terlaksananya 
tugas-tugas yang  akan dilaksanakan pada setiap seksi. 
2) Mengumpulkan dan mensistemasikan data-data bahan yang berhubungan 
dengan setiap tugas. 
3) Membuat perkiraan dan memberikan saran kepada tiap kepala seksi 
sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan. 
b) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas 
dibidang kesekretariatan yang meliputi pngelolaan administrasi kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, kerumahtanggan dan urusan umum lainnya: 
1) Tugas pokok sekretariat Dinas Pendidikan Kota Medan yaitu  
2) Menyusun rencana kegiatan kerja. 
3) Mengelola urusan administrasi kepegawaian. 
4) Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana 
penyusunan. 
5) Laporan keuangan. 
6) Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggan dan pengadaan barang . 
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7) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum 
lainnya. 
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
Dengan bidang tugasnya. 
3.8.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Medan 
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Medan , terdiri atas : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris, yang terdiri dari : 
1) Sub bagian perencanaan keuangan dan BMD. 
2) Sub bagian umum dan kepegawaian. 
3) Sub bagian penyelengaraan tugas pembantuan. 
c. Bidang pendidikan PAUD, yang terdiri dari: 
1) Seksi peserta didik pembangunan karakter PAUD dan non formal. 
2) Seksi kurikulum penilaian PAUD dan non formal. 
3) Seksi kelembagaan sarana prasarana PAUD dan non formal. 
d. Bidang pendidikan SD, yang terdiri dari: 
1) Seksi kurikulum dan penilaian. 
2) Seksi kelembagaan dan sarana prasarana. 
3) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter 
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e. Bidang pendidikan SMP, yang terdiri dari: 
1) Seksi kurikulum dan penilaia. 
2) Seksi kelembagaan dan sarana prasaran. 
3) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter. 
f. Bidang pembinaan ketenagaan, terdiri dari: 
1) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan non formal. 
2) Seksi PTK SD. 
3) Seksi PTK SMP. 
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3.8.5. Bagan Struktur Organisasi 
 
 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan, 2017 
4
3
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Penyajian Data 
Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama 
penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh 
melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk 
menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini 
berfokus pada Dinas Pendidikan kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini 
ada 3 orang dari pihak dinas. 
 
4.2. Deskripsi Hasil Wawancara 
Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap 
narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan 
kategorisasi. 
a) Adanya penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah 
adalah dengan cara menaikan anggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) 
yang dimana agar pegawai menjadi lebih giat dalam melalukan pekerjaan yang 
diberikan. Disamping  itu pegawai tersebut tidak hanya bekerja giat tetapi juga 
bekerja untuk memajukan dinas pendidikan yang baik dan bermutu di mata 
masyarakat. Disamping itu masyarakat juga bisa menilai kinerja pegawai, 
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tentunya dengan adanya sebab-sebab yang membuat masyarakat memberikan 
penilaian dan kritik terhadap kinerja pegawai. Seperti para pegawai yang tidak 
memberikan pelayan yang baik, pegawai semestinya harus mengayomi dan 
melayani masyarakat dengan baik. Walaupun tetap saja pemerintah yang menjadi 
penilai utama kinerja para Aparatur Sipil Negara. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa pemerintah sudah merealisasikan 
peraturan walikota no 29 tahun 2018 ini dengan baik. Akan tetapi masih ada saja 
pegawai Aparatur Sipil Negara belum memahami peraturan walikota tersebut 
dikarenakan peraturan tersebut juga masih baru. Maka sebagai aparartur sipil 
negara yang memiliki image baik di mata masyarakat, mereka seharusnya juga 
menambah ilmu dan wawasan mereka terhadap peratura-peraturan oleh 
pemerintah. Sehingga mereka memiliki kredibilitas yang baik ditengah 
masyarakat, dan tentu dengan adanya peraturan walikota tersebut pemerintah 
ingin pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat bertanggung jawab baik secara 
kualitas maupun kuantitas. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan dalam melakukan peniliaian kinerja ini pasti 
ada kendala dikarenakan sistem penilaiannya yang berbasis online, sehingga kita 
tidak dapat menilainya secara langsung apakah itu memang data yang asli sesuai 
dengan yang dia kerjakan atau data yang tidak dipertangung jawabkan/fiktif. Dan 
masalah terbesar yang dihadapi adalah dengan perkembangan teknologi yang 
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semakin canggih tentu tidak semua usia dapat menggunakannya seperti misalnya 
orang-orang yang sudah berusia lanjut yang buta akan teknologi.Solusi dari 
permasalahan ini sudah ada yaitu dengan cara mensosialisasikan peraturan 
walikota ini secara langsung. Akan tetapi kembali lagi ke permasalahan diatas 
yang tidak paham dengan teknologi IT inilah yang kendalanya sampai saat ini. 
Pastinya sosialisasi bukan hanya satu-satunya solusi dalam mengatasi hal ini, 
yaitu juga dengan memberikan bimbingan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara 
yang tidak paham perkembangan teknologi IT tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan bapak Anwar Fahmi sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa strategi yang dilakukan adalahdengan 
cara melihat hasil sasaran kinerja pegawai (SKP), yang dimana ini menjadi salah 
satu indikator untuk meningkatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), 
disamping itu pemerintah melakukan strategi seperti itu agar para Aparatur Sipil 
Negara menjadi lebih giat dalam melakukan pekerjaan yang sudah diberikan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan bapak Anwar Fahmi sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa Dari pemerintahan itu sendiri sudah 
merelaisasikan peraturan ini di Dinas Pendidikan Kota Medan dengan baik, yaitu 
dengan diberikannya tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang akan diterima 
setiap Aparatur Sipil negara berdasarkan hasil dari penilian kinerjanya tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan bapak Anwar Fahmi sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa dalam melakukan penilian kinerja 
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tersebut pasti ada saja kendala yang dihadapi, dikarenakan Aparatur Sipil Negara 
masih belum memahim peraturan walikota no 29 tahun 2018 yang masih 
tergolong baru, apalagi sistem yang dilakukan pemerintah untuk melakukan 
penilaian tersebut berbasis online. Dalam sistem yang online ini pun masih ada 
saja kecurangan, disini kita tidak bisa memantau langsung kelapangan dalam hal 
melakukan peniaian.  
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan bapak Anwar Fahmi sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa kendala yang sering didapatkan 
untuk saat ini adalah Aparatur Sipil Negara yang tidak aktif dalam bekerja dan 
Aparatur Sipil Negara yang sudah berusia lanjut yang susah memahami kemajuan 
teknologi yang berkembang dengan pesat.  
Menurut bapak Anwar dari pemerintah itu sendiri dengan banyaknya keluhan 
dari para Aparatur Sipil Negara tentang sistem penilian yang berbasis online 
pemerintah seharusnya lebih mebimbing bagaimana cara sistem penilain kinerja 
yang berbasis online ini agar lebih mudah dipahami. 
Menurut bapak Muhammad Yusuf selaku staff kepegawaian yang diperoleh 
pada hari kamis tanggal 21 februari 2019 menyatakan bahwa strategi yang 
dilakukan oleh pemerintah yang harus diikuti oleh Aparatur Sipil Negara dengan 
cara harus melaporkan hasil penilaian kinerja, jadi pemerintah dapat menilai hasil 
dari kinerja Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu pemerintah itu sendiri juga 
dapat menaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) apabila hasil dari penilaian 
kinerjanya lebih dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 
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Bapak Muhammad Yusuf juga menyatakan bahwa untuk saat ini pemerintah 
sudah merealisasikan peraturan ini sudah cukup bagus, meskipun peraturan 
walikota no 29 tahun 2018 masih  baru setahun berjalan. Mungkin untuk 
kedepannya jika dijalannkan dengan baik dan memahami peraturan walikota itu 
dengan jelas dapat menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas. Akan 
tetapi, setiap apapun yang dikerjakan pasti ada saja kendala yang dihadapi, 
termasuk sistem penilaian bagi Aparatur Sipil Negara yang berbasis online.  
Bapak Muhammad Yusuf juga menyatakan dalam melakukan penilaian untuk 
Aparatur Sipil Negara seharusnya ada orang dari pemerintahan yang ditugaskan 
langsung dalam mengawasi penilaian para Aparatur Sipil Negara, dan pemerintah 
juga dapat mengatisipasi untuk tidak kecurangan dalam melakukan penilain 
tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan 
bahwa penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya terealisasikan 
dengan baik, karena masih banyak kendala dengan adanya sistem online ini. 
Disamping itu dengan sistem online ini tidak dapat melihat secara lansung hasil 
kinerjanya itu memang bener sesuai yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara 
atau hanya data fiktif, disini penulis berharap dari pemerintahan dapat memantau 
secara langsung yang ada dilapangan agar tidak terjadi kecurangang dalam hal 
melakukan penilaian kinerja tersebut. Disamping itu, pemerintah juga harus 
memperhatikan Aparatur Sipil Negara yang sudah berusia yang tidak memahami 
sistem online, maka dari pemerintah harus lebih sering merealisasikan dan 
mensosialisasikan peraturan walikota no 29 tahun 2018 tersebut. 
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b) Adanya pengaruh yang ditimbulkan dari penilain Kinerja Aparatur 
Sipil Negara. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari 
penilian tersebut sangatlah bermanfaat bagi para Aparatur Sipil Negara. Dimana 
pemerintah kota medan akan membuat remunerasi yang dimana pemerintah ingin 
kedepannya kinerja Aparatur Sipil Negara lebih bertanggung jawab baik secara 
kualitas maupun kuantitas. 
Ibu Sri Imelda juga menjelaskan pengaruh positif yang ditimbulkan dari 
adanya peraturan walikota pastinya ada bagi Aparatur Sipil Negara, karena 
menurut peraturan walikota menjelaskan bahwa 60% penghasilan yang 
didapatkan dari hasil penilain, 40% didapatkan dari absensi. Akan tetapi Aparatur 
Sipil Negara dapat menerima penghasilan berbeda berdasarkan golongan dan 
pangkat. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa untuk pertimbangan kenaikan 
pangkat dari hasil penilian kinerja pastinya ada, dengan cara melampirkan hasil 
penilian kinerja yang sudah di sahkan oleh kepala dinas untuk mendukung 
kenaikan pangkat dan golongan yang akan di dapatkan oleh Aparatur Sipil 
Negara. Akan tetapi jika Aparatur Sipil Negara tidak memperhatikan target 
pengumpulan penilaian kinerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah sangatlah 
berisiko untuk jenjang karirnya. Jika Aparatur Sipil Negara tidak membuat 
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sasaran kinerja pegawai (SKP) dalam kurun waktu 1 tahun tidak akan 
mendapatkan tunjangan, apabila tidak membuat sasaran kinerja pegawai (SKP) 
dalam kurun waktu 2 tahun datanya akan dihapuskan dari sistem informasi 
manajemen kepegawaian.  
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari dengan Bapak Anwar Fahmi sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dengan 
adanya penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sangatlah bermanfaat, 
dikarenakan dengan adanya penilaian pemerintah akan meningkatkan tunjangan 
penghasilan pegawai (TPP). 
Bapak Anwar Fahmi juga memberitahukan bahwa Pemerintah juga dapat 
mengurangi penghasilan yang didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara jika tidak 
memperhatikan penilaian kinerjanya. Dari pemerintah dengan membuat penilian 
kinerja dapat membantu untuk meningkatkan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara, 
dengan cara melampirkan syarat dan kententuan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah, salah satunya dengan melampirkan hasil penilaian yang sudah di 
setujui oleh atasannya. Dengan demikian apabila Aparatur Sipil Negara tidak 
memperhatikan target pengumpulan penilaian kinerja yang sudah ditentukan 
sangatlah berisiko untuk jenjangan karirnya, bukan hanya jenjang karirnya tetapi 
penghasilan yang didapatkan pastinya berkurang juga. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak muhammad yusuf sebagai staff 
kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Medan pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 menyatakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya 
penilaian kinerja tersebut bagi Aparatur Sipil Negara sangatlah bermanfaat. 
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Karena dengan adanya penilaian kinerja mampu untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas yang cukup efesien. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pengaruh bagi Aparatur Sipil Negara dengan adanya penilaian kinerja 
tersebut sangatlah baik, karena dari pemerintah itu sendiri sudah memberikan 
peluang untuk meningkatkan jenjang karir seperti meningkat pangkat dan 
golongan. Akan, tetapi untuk meningkat golongan dan pangkat Aparatur Sipil 
Negara harus memenuhi ketentuan dan syarat yang sudah di tentuin oleh 
Pemerintah, salah satu syarat yang paling utama adalah melampirkan hasil 
penilain kinerja yang sudah di sah kan oleh atasannya. Pemerintah juga akan 
memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang lebih jika hasil 
penilaiannya sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan tersebut. 
 
c) Adanya tujuan yang ingin dicapai dari penilian kinerja Aparatur Sipil 
negara. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa tujuan dari penilaian kinerja tersebut 
agar pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan remunerasi yang 
dibayarkan berdasarkan kinerjanya. Mereka dibayarkan dengan jumlah yang 
sudah ditentukan oleh pemerintah berarti pegawai harus siap dengan kerjaan yang 
diberikan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
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Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa Dengan adanya tujuan penilian 
tersebut berdasarkan peraturan walikota no 29 tahun 2018 yang sudah ditetapkan 
oleh pemerintah adalah untuk menghindari korupsi. Berdasarkan penilaian yang 
ada Aparatur Sipil Negara harus bekerja lebih keras agar mendapatkan tunjangan 
(TPP) jauh lebih besar dari pada melakukan tindakan korupsi. Walupun tunjangan 
yang didapatkan saat ini tidak banyak tetapi sudah cukup untuk kebutuhan 
perekonomian. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan ibu Sri Imelda sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi saat ini pasti 
ada. Para Aparatur Sipil Negara beranggapan itu hanya peraturan saja yang dibuat 
oleh pemerintah, selama remunerasi belum berjalan dengan baik. Para Aparatur 
Sipil Negara membuat penilaian kinerjanya hanyalah sebatas administrasi saja 
untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan bapak Anwar Fahmi sebagai staff kepegawaian di Dinas 
Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa tujuan dari penilain kinerja tersebut 
adalah untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, 
berkualitas dan kuantitas serta lebih tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan 
yang sudah diberikan dari atasannya. Akan tetapi Aparatur Sipil Negara juga akan 
mendapatkan remunerasi dari hasil yang yang sudah dikerjakannya berdasarkan 
dari hasil penilaian. Penghasilan yang di terima oleh aparatur Sipil Negara akan 
diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi pemberian 
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tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dapat berbeda berdasarkan golongan dan 
pangkatnya. 
 Bapak Anwar Fahmi juga menyatakan tujuan dengan adanya penilaian 
kinerja berdasarkan peraturan Walikota no 29 tahun 2018 agar Aparatur Sipil 
Negara lebih bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dan 
terhidar dari namanya korupsi. Akan tetapi penghasilan yang diterima oleh 
Aparatur Sipil Negara sudah cukup dengan pembayaran yang sesuai berdasarkan 
golongan dan pangkat yang diterimanya untuk kebutuhan kehidupan sendiri 
maupun keluarga. Akan tetapi Apartur Sipil Negar juga mengharapkan untuk 
mendapatkan kejelasan remunerasi yang sudah dijanjikan oleh pemerintah dan 
segera dibayarkan berdasarakan dari hasil penilaian kinerja yang dibuat oleh 
pemerintah.  
Bapak Anwar fahmi menyatakan bahwa peraturan waikota tersebut 
belumberjalan dengan lancar sepenuhnya, masih banyak Aparatur Sipil Negara 
yang tidak aktif dalam bekerja, mereka beranggap peraturan yang dibuat 
pemerintah saat ini hanya lah peraturan saja. Pemerintah membuat peraturan 
tersebut agar pemerintah dapat melihat hasil kinerja dari Aparatur Sipil Negara 
yang ada saat ini, untuk kedepannya pemerintah harus lebih memantau sistem dari 
penilaian kinerja tersebut agar Aparatur Sipil Negara tidak menganggap peraturan 
tersebut hanyalah sebatas peraturan. Bapak Anwar juga menjelaskan dari 
pemerintah sudah memberikan cara mengatasi masalah yang ada saat ini dengan 
cara melakukan sosialisai tentang manfaat dan tujuan dari adanya penilaian, 
walaupun sudah melakukan sosialisai terhadap para Aparatur Sipil Negara masih 
banyak yang belum paham dari tujuan dari penilian. Untuk kedepannya dari 
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Aparatur Sipil Negara untuk pemerintah agar lebih sering melakukan sosialisasi 
tentang tujuan dan peniaian kinerja agar Aparatur Sipil Negara lebih 
memahaminya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh pada hari kamis tanggal 21 
Februari 2019 dengan bapak Muhammad Yusuf sebagai staff kepegawaian di 
Dinas Pendidikan Kota Medan menyatakan bahwa tujuan dari penilain kinerja 
tersebut adalah Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari tanggung jawab dalam 
menjalankan pekerjaannya dengan syarat harus profesional untuk mendapatkan 
remunerasi/ tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Remunerasi yang diberikan 
tentunya tidak sama rata dikarenakan perbedaan golongan dan pangkat dalam 
Aparatur Sipil Negara. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pemerintah kota medan ingin menciptkan Aparatur Sipil Negara yang 
berkualitas dan berkuantitas. Pemerintah membuat peraturan tersebut agar dapat 
menghindari dari korupsi dan Aparatur Sipil Negara akan mendapatkan tunjangan 
berdasarkan golongan dan pangkat. 
 
4.3. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakn dengan pengamatan dan 
wawancara bersama beberapa narasumber/ informan yang berada di Dinas 
Pendidikan Kota Medan maka Penulis akan memberikan pembahasan pada 
berikut ini. Pada awal penelitian ini dilakukan penulis membaca kesimpulan dari 
sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 
tahun 2018 tentang penilaian kinerja Aparatur Sipil negara di Dinas 
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Pendidikan Kota Medan”dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya akan 
dibahas permasalahannya. 
4.3.1. Adanya penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara. 
Menurut Rusli Lutan (2000:9) assessment termasuk pelaksanaan tes dan 
evaluasi. Asessment bertujuan untuk menyediakan informasi yang selanjutkan 
digunakan untuk keperluan informasi. 
Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution (2001), mengartikan penilaian adalah 
suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang 
diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun 
nontes. 
Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2001 :67) adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yanng diberikan 
kepadanya. Kualitas yang dimaksud disini adalah dilihat dari kehalusan, 
kebersihan dan ketelitian dalam pekerjaan sedangkan kuantitas dilihat dari jumlah 
atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan. 
Menurut Ilyas (2001:66),kinerja adalah penampilan hasil karya personel 
dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun 
kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel 
yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada 
keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. 
Berdasarkan asusmi teori tersebut penulis menilai bahwa penilaian kinerja 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan belum sesuai untuk 
mengimplementasikan Peraturan Walikota nomor  29 Tahun 2018 hal ini dapat 
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dilhat dari hasil wawancara tentang penilaian kinerja yang dijelaskan oleh 
narasumber. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya adanya penilaian 
tersebut agar Aparatur Sipil Negara lebih memperhatikan hasil kerja atau hasil 
pelaksanaannya dengan tanggung jawabnya dengan baik secara kualitas maupun 
kuantitas dalam suatu organisasi. 
Strategi yang yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan cara 
menaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) agara Aparatur Sipil Negara 
lebih bekerja keras dan bertanggung jawab sesuai dengan kerjaan yang diberikan 
oleh pimpinan kepada bawahan, akan tetapi pemerintahan juga akan memberikan 
tunjanggan tambahan apabila Aparatur Sipil Negara sudah memenuhi penilaian 
kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dari pemerintah. 
Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut pemerintah sudah memberi tugas 
kepada tim penilai Aparatur Sipil Negara untuk menilai kinerjanya. Pemerintah 
sudah memberikan syarat dan ketentuan untuk penilaian terhadap Aparatur Sipil 
Negara yang sesuai dengan Peraturan Walikota no 29 tahun 2018. Maka 
pemerintah menciptakan peraturan tersebut untuk menciptakan Aparatur Sipil 
Negara yang berkualitas. 
Namun kenyataan yang terjadi dilapangan adalah dari pimpinan masih kurang 
untuk mensosiaslisikan tentang penilaian kinerja tersebut. Tentunya dengan 
kurangnya pimpinan dalam mensosialisaikan kepada aparatur sipil negara yang 
masih belum paham dengan sistem penilaian tersebut, apalagi sistem penilaian 
yang digunakan adalah bebasis online. Dengan sistem yang berbasis online ini 
pemerintah tidak memantau kinerja Aparatur Sipil Negara dengan efisien, jadi 
Aparatur Sipil Negara memasukan hasil penilaiannya ke sistem online yang sudah 
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dibuat oleh pemerintah bukan data asli melainkan data fiktif. Penulis berharap dari 
pemerintahan lebih memperhatikan tim penilai bagi Aparatur Sipil Negara lebih 
memperthatikan, agar tidak terjadinya kecurangan dalam melakukan penilaian 
tersebut.  
Pemerintah membuat sistem pengumpilan penilaian yang berbasis online 
tidak semua Aparatur Sipil Negara memahami apalagi untuk yang berusia yang 
sudah tidak muda. Penulis juga berharap dari pimpinan maupun pemerintah lebih 
memberikan bimbingan dan arahan kepada yang belum paham dengan sistem 
penilaian online kepada bawahannya, karena jika tidak memperhatikan penilaian 
kinerja dapat berakibat fatal untuk kedepannya. 
Kendala didalam pelaksaan penilaian kinerja yang dilakukan untuk 
mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 adalah masih 
banyak kecurangan dalam melakukan penilaian tersebut, karena sistem penilaian 
yang berbasis online ini pemerintah ataupun atasan tidak dapat memperhatikan 
secara langsung apakah itu memang data yang asli sesuai dengan yang dia 
kerjakan atau data yang tidak dipertangung jawabkan/fiktif.Penulis juga berharap 
kepada pemerintahan maupun pimpinan lebih mensosialisikan kepada Aparatur 
Sipil Negara yang belum paham dengan sistem online ini dan lebih tegas terhadap 
Aparatur Sipil Negara masih melakukan kecurangan lebih diberikan tindakan 
tegas maupun sanksi. 
4.3.2. Adanya pengaruh yang ditimbulkan dari penilain Kinerja Aparatur 
Sipil Negara. 
Berdasarkan asumsi penulis menilai bahwa pengaruh penilaian kinerja yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Medan belum sesuai untuk 
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mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018 hal ini dapat 
dilhat dari hasil wawancara tentang pengaruh penilaian kinerja yang dijelaskan 
oleh narasumber. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengaruh yang 
ditimbulkan dari adanya penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara untuk 
meningkatkan jenjang karier, jabatan, golongan, dan pangkat. Para Aparatur Sipil 
Negara akan mendapatkan penghargaan apabila penilaian kinerja mereka sudah 
mencapai target yang sudah ditentukan dan akan mendapatkan sanksi apabila 
penilaian kinerja mereka tidak mencapai target yang sudah ditentukan Pemerintah. 
Sesuai kenyataan di lapangan sudah setiap apa yang sudah mereka capai dari 
pihak pemerintah memberikan apresiasi yang sepadan kepada mereka Aparatur 
Sipil Negara. Namun sebaliknya bagi mereka yang hasil penilaian kinerjannya 
tidak mencapai target pasti mendapatkan sanksi yang berlaku yang sudah 
ditetapkan oleh Pemerintah. 
4.3.3. Adanya tujuan yang ingin dicapai dari penilian kinerja Aparatur Sipil 
Negara. 
Menurut Lubis (2007 : 9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah 
pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubung dengn adanya hambatan hambatan tertentu seraya 
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujudnya sasaran yang 
diinginkan.Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai tujuan dari peraturan 
walikota nomor 29 tahun 2018 belum tercapai dengan baik, sebagaimana yang 
diuraikan pada hasil wawancara oleh narasumber di Dinas Pendidikan kota 
medan, tujuan dari peraturan nomor 29 tahun 2018 adalah untuk menciptkan 
Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berkuantitas. 
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Berdasarkan asusmi teori tersebut penulis menilai bahwa penilaian kinerja 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan belum sesuai untuk 
mengimplementasikan Peraturan Walikota nomor  29 Tahun 2018 hal ini dapat 
dilhat dari hasil wawancara tentang tujuan penilaian kinerja yang dijelaskan oleh 
narasumber. Dalam peraturan tersebut tujuan dengan adanya penilaian kinerja 
tersebut adalah terwujudnya objektivitas pembinaan terhadapa Aparatur Sipil 
Negara yang didasarkan oleh pada sistem prestasi dan sistem karier. 
Namun kenyataan yang terjadi dilapangan adalah  masih banyak Aparatur 
Sipil Negara yang masih belum paham dengan tujuan dan manfat dari peraturan 
tersebut. Dari pemerintah ataupun pimpinan masih kurang dalam melakukan 
pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada sistem prestasi 
dan sistem karier. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Simpulan 
a. Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya terealisasikan 
dengan baik, karena masih banyak kendala dengan adanya sistem online ini. 
Disamping itu dengan sistem online ini tidak dapat melihat secara lansung 
hasil kinerjanya itu memang bener sesuai yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil 
Negara atau hanya data fiktif, disini penulis berharap dari pemerintahan dapat 
memantau secara langsung yang ada dilapangan agar tidak terjadi 
kecurangang dalam hal melakukan penilaian kinerja tersebut. 
b. Penilaian kinerja tersebut sangatlah baik, karena pemerintah sudah 
memberikan peluang untuk meningkatkan jenjang karir seperti meningkat 
pangkat dan golongan. Akan, tetapi untuk meningkat golongan dan pangkat 
Aparatur Sipil Negara harus memenuhi ketentuan dan syarat yang sudah di 
tentuin oleh Pemerintah, salah satu syarat yang paling utama adalah 
melampirkan hasil penilain kinerja yang sudah disahkan oleh atasannya. 
c. Pemerintah membuat peraturan tersebut agar dapat menghindari dari korupsi 
dan Aparatur Sipil Negara akan mendapatkan tunjangan berdasarkan 
golongan dan pangkat.  
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5.2. Saran  
a. Seharusnya pemerintah harus memperhatikan Aparatur Sipil Negara yang 
sudah berusia yang tidak memahami sistem online, maka dari pemerintah 
harus lebih sering merealisasikan dan mensosialisasikan peraturan walikota 
no 29 tahun 2018 tersebut. 
b. Selain melampirkan hasil penilain kinerja yang sudah disahkan oleh 
atasannya, untuk kedepannya pemerintah harus mengawasi lebih ketat agar 
para Aparatur Sipil Negara tidak memanipulasi data. 
c. Penulis juga berharap dari pemerintah yang telah merumuskan peraturan 
walikota nomor 29 tahun 2018 lebih disosialisai kepada Aparatur Sipil 
Negara yang masih kurang paham tentang tujuan dan manfaat dari peraturan 
tersebut. 
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